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A. Latar Belakang Masalah

Saat ini bangsa Indonesia telah melewati suatu babak baru dalam
pelaksanaan demokrasi, dimana pemilihan umum dimulai dari pemilihan legislatif
hingga pemilihan Presiden, boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu
yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat baik dari
calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat
untuk memilih sendiri kandidatnya. Pasca reformasi tahun 1998 ini banyak
mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistim ketatanegaraan
Indonesia, diantaranya Pemilu tahun 1999 yang bersifat multipartai, dimana
dibukanya kembali kesempatan untuk bergeraknya partai politik secara bebas
termasuk mendirikan partai baru. Kemudian yang sangat signifikan lagi terjadi
dalam Pemilu tahun 2004 selain multipartai, Pemilu 2004 yang lalu merupakan
Pemilu pertama dimana rakyat memilih secara langsung wakil rakyatnya.

Pemilihan umum di tahun 2004 merupakan pemilihan umum perdana yang
memberikan kebebasan kepada rakyat ‘untuk memilih secara langsung. Sebuah
kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang
berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Tidak cukup sampai
disitu perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dimana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara

11



12

langsung. Pemilihan umum Presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan
sistem dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang
memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan
peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga yang
menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai
legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak.
Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu,
yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah kemerataan
dukungan suara di tingkat provinsi ataupun Kabupaten/kota.

Pemilihan Presiden secara langsung ini juga berdampak dalam proses
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diamanatkan UU
NO. 02 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam
undang-undang ini ditegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan Presiden
dalam pemilu 2004 yang lalu, sehingga tingkat keterlibatan publik dalam proses
politik kenegaraan semakin lengkap. Dil samping itu pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang
menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel. Implementasi demokrasi
langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung di Kabupaten Pangandaran. Pemilihan kepala daerah pertama kali

dilakukan pada tahun 2015. Kegiatan itu berlangsung dengan aman
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dan kondusif karena didorong oleh kesadaran masyarakat yang peduli terhadap
kegiatan Pemilukada tersebut, sehingga harapan mereka bisa memilih calon Bupati
dan wakil Bupati yang tepat dan selalu mengutamakan dan mempedulikan
kepentingan rakyatnya.

Pelaksanaan pemilukada Kabupaten Pangandaran itu merupakan tonggak
sejarah titik awal dari otonomi secara murni artinya dengan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung membuktikan bahwa demokrasi
sudah tumbuh secara murni dilakukan di Kabupaten Pangandaran.

Gambar 1.1

Grafik Hasil Suara Per- Kecamatan Kabupaten Pangandaran

Suara
Pengguna Suara . Total Data
Hak Pilih Perolehan Suara Sah T_:::k Suara  Masuk

1 CIGUGUR » 16.721 13.023 W [1] 3559 12.843 180 13.023 100% v
W [2] 1.382 411417PS
V W (3] 7.902

2 CUULANG b 20652 17.894 W [1]5473 17598 295 17.894 0% v
W2 1972 44144 TPS
N W (3] 10.154

3 CIMERAK b 35.002 27.730 W[1]8974 27386 344 27730 (0GR
W [2]2.984 66/ 66 TPS
N W (3] 15.428
4 KALIPUCANG » 27781 21298 W[1]6339 21065 366 21.431 100% v
W 2] 1.850 61/61TPS
N W (3] 12.850
5 LANGKAPLANCAR » 36.779 28.360 | [1] 11.251 28.022 287 28.309
M [2] 3553 a3/93 TPS
I W3] 13218

6 MANGUNJAYA b 24 501 17.279 W [1] 3.502 17022 257 17.279
| [2] 1.672 47147 TPS
] m31s4s
7  PADAHERANG » 52012 37.033 W[1]12371 36620 413 37.033
W [2] 3.257 114 /114
\ B [3) 20.993 TS
8  PANGANDARAN b 41.063 33.103 W[1]8604 32488 581 33.069
W [2] 2.482 81/81TPS
~

Lanjutkan...

No Kecamatan Pemilih
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Lanjutan

9 PARIGI » 34N

28.903 B[1)9635 28617 286 28903 (GOSN
W [2)2.588 72i72TPS
N B [3] 16.297
B
B2

7
10 SIDAMULH » 22013 17.790 6073 17820 165 17578 (G
1.478 43 /48 TPS

> B [3]10.271

Sumber: KPU Kabupaten Pangandaran

Grafik diatas merupakan hasil suara per-Kecamatan di Kabupaten
Pangandaran, dari grafik tersebut bisa dilihat partisipasi masyarakat Kabupaten
Pangandaran dalam pemilukada kabupaten Pangandaran pada tahun 2015 dan
melihat kecenderungan pemenang per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari satu kecamatan yaitu Kecamatan

Parigi.

Pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Pangandaran, ada tiga (3)
pasangan calon yang menjadi kontestan, diantaranya Pasangan Jeje Wiradinata dan
Adang Handari yang di usung oleh partai PDIP dengan perolehan suara di
Kecamatan Parigi 16,397 suara (57,29 %), Ino Darsono dan Erwin M. Thamrin
yang di usung oleh partai PAN dengan jumlah suara 9,635 (33,67%), Azizah Talita
Dewi dan Sulaksana yang di usung oleh partai PKB memiliki perolehan suara 2,588

(9,04%).
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Gambar 1.2
Grafik hasil hitung TPS Kecamatan Parigi

. 1 H. Ino Darsono dan dr. Erwin M. Thamrin
Perolehan : 9635 Suara (33,67%)

. 2 Azizah Talita Dewi .S.Sos., MM dan Sulaksana, S.T,M.T
Perolehan : 2588 Suara (9,04%)

. 3 H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari
Perolehan : 16397 Suara (57,29%)

Data vasic (N (> o172 TPS)
Sumber: KPU Kabupaten Pangndaran

Dengan melihat data perolehan suara di atas salah satu kontestan yang
menang pada pemilukada di Kecamatan Parigi tahun 2015 adalah Pasangan Jeje
Wiradinata dan Adang Handari yang di usung oleh partai PDIP dengan perolehan
suara yang signifikan 16,397 suara (57,29 %). Kemenangan pasangan calon ini
dapat diduga karena faktor ketokohan seorang Jeje Wiradinata yang sudah dikenal
oleh masyarakat luas serta calon ini sangat populer dan juga didukung oleh Partai
PDIP, partai besar yang berkuasa saat ini. Para pemilih merupakan rational voters
yang mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan
kemampuan kontrol yang Kritis terhadap-kandidat pilihannya, yang meninggalkan
ciri-ciri traditional voters yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari
swinger voters yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Pangandaran,
Jumlah pemilih Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 yang memiliki hak pilih
sebanyak 310.641 orang yang tersebar di seluruh TPS, dan di Kecamatan Parigi

yang memiliki hak pilih 34.117 orang.
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Gambar 1.3
Grafik Pemilih dan Pengguna Hak Pilih kecamatan parigi

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Laki-laki Perempuan Total
Pemilih 16.720 17.437 34117
Pengguna Hak Pilih 13.902 15.001 28.903
Partisipasi

83,15% 86,03% 84,72%

Suara Sah dan Tidak Sah

Prosentase Suara Sah

Suara Sah 28617 Suara
Suara Tidak Sah 286 Suara 99.01%
Jumlah 28.903 Suara

Sumber: KPU Kabupaten Pangandaran

Faktor — faktor yang fenomenal dan menjadi perhatian masyarakat tentang
partisipasi  politik dalam pemilukada vyaitu tindakan politiknya, adapun
permasalahan utama dalam pemilukada terhadap perilaku politik adalah 1)
kurangnya sosialisai dari lembaga kepada masyarakat, 2) ketidak populeran
kandidat, 3) tidak adanya kesadaran politik, sehingga faktor ini dapat menjelaskan
sebab dan arah perilaku pemilih dalam peningkatan partisipasi politik yang akan
dibuktikan melalui penelitian "ini. Dari fakta-fakta empirik tersebut yang juga
didukung oleh aspek teoritik maka sangat menarik untuk mencermati
kecenderungan perilaku politik dalam peningkatan partisipasi politik untuk
menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon atau kandidat tertentu di Kecamatan

Parigi Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2015.
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap penting
dilakukannya penelitian lebih lanjut melalui skripsi: “Analisis Perilaku Politik
Masyarakat Pangandaran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten
Pangandaran Pada Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Parigi, Kabupaten

Pangandaran)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasrkan data empiris dari hasil observasi awal terdapat masalah-masalah

dalam perilaku politik, diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran individu terhadap pentingnya pendidikan politik
bagi dirinya sendiri.

2. Masyarakat yang sudah merasa nyaman dan terbiasa dengan
ketidaktahuannya dalam ilmu politik dan tidak memiliki kesadaran
politik.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah
Bagaimana Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Tahun

2015?
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah ingin mengetahui Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran
Pada Tahun 2015.
E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis

a Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan
sehingga membeikan kontribusi pemikir bagi pengembangan ilmu
administrasi publik khususnya.

b. Penelitian ini sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan,
terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik
masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan
pengetahuan tentang bagaimana perilaku politik masyarakat dalam
pemilihan umum kepala daerah.

b. Bagi Masyarakat: Masyarakat bisa-mengetahui perilaku politik mereka
dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk melihat perilaku politik pemerintah harus melakukan sosialisasi dan

juga pendidikan yang menyeluruh pada masyarakat upaya menjadikan masyarakat

yang cerdas, paham dan mengerti untuk memilih calon kepala daerah. Dan juga
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kurangnya interaksi pemerintahan setempat dengan masyarakat mengakibatkan
sebagia masyarakat kurang pemahaman dengan instansi pemerintahan. Pemerintah
dapat mengatasi ketidaktahuan atas kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
pendidikan politik pilkada. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa berbaur dan
sosialisasi untuk menciptaan masyarakat yang paham, cerdas dalam menentukan
pilihan dengan cara mengadakan pendidikan politik pilkada.

Pada penelitian ini mengggunakan konsep dari Adman Nursal (2004:54)
perilaku politik yang terdiri atas pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis,,
pendekatan rasional dan pendekatan marketing memudahkan dalam mengetahui
dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik dalam memilih.
Keempat pendekatan ini kemudian diturunkan dalam beberapa variabel yang
digunakan untuk mengukur penyebab kecenderungan perilaku politik masyarakat
Kecamatan Parigi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran pada
tahun 2015, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis yang diukur berdasarkan jenis kelamin dan

kesamaan etnis.

2. Pendekatan Psikologis yang diukur berdasarkan faktor ketokohan calon

bupati.

3. Pendekatan Rasional yang diukur berdasarkan faktor orientasi visi dan

misi calon bupati.

4. Pendekatan Marketing yang mengukur berdasarkan faktor citra sosial dan

isu kebijakan politik.
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Berdasarkan empat faktor pendekatan perilaku politik tersebut, penelitian ini
mencoba menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
Kecenderungan perilaku politik masyarakat kecamatan parigi dalam pemilihan

umum Kkepala daerah kabupaten pangandaran pada tahun 2015.

Gambar 1.4

Skema Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Konsep : Politik dan Kebijakan Publik

Variable : Perilaku Politik

Proposisi : Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten

Pangandaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Pada
Tahun 2015, cukup berjalan dengan baik dilihat dari persentase masyarakat yang

berpartisipasi dalam pemilukada.
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